




A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan kriminalitas seirama dengan pesatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, namun perangkat hukum dan teknologi untuk 
mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai. Dewasa ini 
berbagai jenis kejahatan baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi 
yang dapat dilakukan dengan mudah serta menghasilkan harta kekayaan dalam 
jumlah yang cukup besar, seperti : korupsi, penyelundupan, kejahatan perbankan, 
narkotika, penipuan, penggelapan, terorisme, kejahatan kejahatan tersebut tidak 
hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara namun meluas melintasi batas 
wilayah negara, yang dikenal dengan Kejahatan Transnasional (Transnasional 
Organized Crime).1  
Pencucian uang atau yang biasa dikenal dengan money laundering adalah 
merupakan perbuatan/upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara 
memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan 
(financial system) khususnya dalam sistem perbankan (banking system) baik 
didalam maupun di luar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan 
hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan 
hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian 
uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan 
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sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasakan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Problematik pencucian uang saat ini sudah mulai dibahas dalam buku-buku 
teks, dari buku teks hukum pidana sampai kriminologi. Ternyata problematik 
uang haram ini sudah menjadi perhatian dunia internasional karena dimensi dan 
implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena 
kejahatan yang terorganisir (organized crime), ternyata ada pihak-pihak tertentu 
yang ikut menikmati keuntungan dari lalulintas pencucian uang tanpa menyadari 
akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Dunia perbankan adalah yang paling 
banyak merasakan dampaknya secara langsung. Pada satu sisi beroperasi atas 
dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain mengalami dilema 
apabila membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela. Money 
laundering adalah suatu praktek pencucian uang kotor (dirty money) yang berasal 
dari praktek-praktek illegal seperti korupsi, penyuapan, penggelapan serta tindak 
pidana perbankan dan praktek-praktek tidak sehat lainnya. Untuk membersihkan 
uang tersebut ditempatkan pada suatu bank atau tempat tertentu untuk sementara 
waktu sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat lain (layering), misalnya melalui 
pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing atau pembelian suatu asset. 
Setelah itu, si pelaku akan menerima uang yang sudah bersih dari ladang 
pencucian berupa pendapatan yang diperoleh dari pembelian saham, valuta asing 
atau asset tersebut (integration). Proses inilah yang dinamakan money laundering, 
karena mengubah uang kotor menjadi bersih melalui proses keuangan yang legal. 
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Salah satu contoh kasus pencucian uang yang terkenal adalah kasus 
pencucian uang oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazaruddin. 
Modus operandinya adalah dengan memanfaatkan kekuatan politik untuk 
melakukan korupsi atau biasa dikenal dengan istilah grand corruption. 
Nazaruddin terbukti melakukan pencucian uang senilai 580 miliar. Sebagian uang 
itu merupakan gratifikasi dari PT. Duta Graha Indonesia (DGI) sebesar 23,1 
miliar melalui 19 lembar cek yang diserahkan oleh direktur PT. DGI, Mohamad 
El Idris. Selain itu, Nazaruddin menerima hadiah atau gratifikasi dari PT. Nindya 
Karya sebesar 17,25 miliar melalui Heru Sulaksono. Uang tersebut ia terima 
sebagai imbalan untuk melancarkan proyek. Nazaruddin juga didakwa karena 
menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana 
korupsi. 
Pada kasus tersebut, jaksa mendakwa Nazaruddin telah mentransfer uang 
atas nama orang lain melalui rekening dari perusahaan-perusahaan yang tergabung 
dalam Permai Group. Total terdapat 42 rekening sebagai tempat menyembunyikan 
uang Nazaruddin. Selain melakukan pengalihan kepemilikan atas saham 
perusahaan Permai Group, Nazaruddin juga melakukan pengalihan kepemilikan 
atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, uang yang diperolehnya dari hasil korupsi 
dibelanjakan untuk membeli beberapa aset seperti tanah, bangunan, kendaraan 
bermotor, pembelian polis asuransi, pembelian saham dan obligasi. Nazaruddin 
juga didakwa telah menerima imbalan pelican proyek dari PT Waskita Karya, PT 
Adhi Karya dan PT Pandu Persada dengan total 17 miliar. Berdasarkan bukti-
bukti tersebut, Nazaruddin ditetapkan secara sah melanggar pasal 378 KUHP 
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Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c Undang Undang No 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 25 Tahun 2003 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas kasus tersebut, 
Nazaruddin mendapat hukuman 6 tahun penjara disertai dengan denda sebesar Rp. 
1 miliar subsidi per satu tahun. 
Kemajuan yang terjadi di dunia teknologi informasi serta perbankan 
bagaikan dua sisi mata uang. Satu sisi memberikan berbagai macam kemudahan 
yang menunjang kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, menjadi celah semakin 
menjamurnya kejahatan di dalamnya, terutama kejahatan pencucian uang yang 
memanfaatkan perkembangan tersebut sehingga menemukan modus-modus 
operandi terbaru untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil dari tindak pidana 
yang dilakukannya. Dunia perbankan, khususnya bank dan pasar modal, 
merupakan instrumen yang riskan terhadap pencucian uang. Kegiatan pencucian 
uang akan lebih mudah dilakukan pada kedua tempat tersebut. Banyak lembaga – 
lembaga perkoperasian, BMT, BPR yang berkedok investasi yang ternyata fiktif 
maupun melanggar ketentuan dalam undang – undang perbankan, yang akhirnya 
oleh pelaku digunakan untuk pelaku atau terjadi pencucian uang untuk 
menyamarkan uang hasil kejahatannya tersebut. 
 
B. Rumusan Masalah 




1. Bagaimana penanganan dalam proses penyidikan tindak pidana 
pencucian uang di polres Boyolali? 
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik penanganan 
tindak pidana pencucian uang di Polres Boyolali? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap tindak 
pidana pencucian uang di wilayah hukum Polres Boyolali 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala 
dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang di 
wilayah hukum Polres Boyolali 
2. Manfaat Penelitian 
2.1. Manfaat Teoritis 
Selain bermanfaat untuk pengembangan substansi bidang 
ilmu khususnya Ilmu Hukum, juga diharapkan dapat memberikan 
masukan sekaligus kritik terhadap proses penyidikan tindak pidana 
pencucian uang. 
2.2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan penambahan pemahaman dan pandangan yang baru 
mengenai proses penyidikan tindak pidana pencucian uang serta 
dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi rekan mahasiswa, 
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masyarakat, pemerintah dan praktisi hukum terutama personil 
Polres Boyolali dalam mencegah dan memberantas kejahatan 
tindak pidana pencucian uang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
